




Bab I Pendahuluan ini dibahas secara sistematis tentang : (A) Latar Belakang 
Masalah, (B) Rumusan Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) Manfaat Penelitian, dan 
(E) Penegasan Istilah, dengan penjelasan sebagai berikut. 
 
 
A. Latar Belakang 
Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, 
karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam 
generasi muda ada yang disebut remaja dan dewasa (Supramono, 2000:1). Anak 
dalam pengertian umum tidak saja mendapat perhatian dalam bidang ilmu 
pengetahuan, tetapi dapat juga ditelah dari sisi pandang kehidupan, seperti 
Agama, hukum dan sosiologisnya yang menjadikan pengertian anak semakin 
rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan anak menjelaskan bahwa, “anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam 
kandungan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara 
optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
mendefinisikan bahwa, “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
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tahun dan belum pernah kawin”. Kedua pengertian tersebut dapat diketahui 
bahwa batasan umur dilihat bukan saja dari aspek fisik dan secara biologis pada 
seseorang tetapi juga dilihat dari aspek usia antara 15 hingga 18 tahun adalah 
usia yang disebut anak-anak. Sedangkan seseorang yang berusia antara 18 
sampai 21 tahun tidak dapat lagi disebut anak-anak. Adapun proses 
perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa 
digolongkan berdasarkan pada perkembangan psikologis anak dengan 
terbentuknya perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi dalam tiga 
(3) fase, yaitu: Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 sampai 7 (tujuh) 
tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan 
kemampuan mental, pengembangan fungsi tubuh, perkembangan kehidupan 
emosional, arti bahasa bagi anak-anak, dan tumbuhnya seksualitas awal pada 
anak. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun, sebagaimana masa 
kanak-kanak. Fase ketiga dimulai pada usia 14 tahun sampai 21 tahun, yang 
disebut sebagai masa remaja. Fase adalah masa pada penghubung dan masa 
peralihan dari anak menjadi orang dewasa. 
Masa remaja merupakan masa-masa goncang sebab tidak stabilnya emosi 
dan banyaknya perubahan yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap 
dan tindakan yang dinilai oleh orang dewasa sebagai perbuatan nakal. Pada masa 
remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala 
bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. 
Remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya, mudah 
tersinggung, sangat peka terhadap kritikan. Karena jiwanya belum stabil, 
terkadang mereka ingin terlepas dari aturan yang ada, mudah menerima pengaruh 
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dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri (Supramono, 
2000:2). Hal ini terbukti dari pemberitaan oleh media online terkait remaja 
melakukan pembunuhan. Remaja yang berusia 15 tahun menjadi terdakwa kasus 
pembunuhan terhadap tetangganya, divonis pidana dua tahun penjara. Terdakwa 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur 
dan diancam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 80 Ayat (3) UU RI 
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak. 
Hal terpenting harus dibuktikan bagaimana upaya pemerintah, masyarakat 
dan keluarga untuk menanggulangi perilakunya mengapa anak melakukan 
penyimpangan. Kebijakan kriminal (criminal policy) mengenai perbuatan 
menyimpang yang dilakukan anak tidak seharusnya disamakan dengan orang 
dewasa. Penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan anak bukan hanya 
proses pembuktian kesalahannya tapi harus membuktikan tindakan-tindakan 
yang berdasarkan situasi dan kondisi objektif anak, bukan atas dasar criminal 
mind yang datang dari dalam diri anak. 
Negara sebagai organisasi terkuat dan tertinggi juga memiliki andil yang 
besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan 
peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga 
jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyimpangan 
dalam pelaksanaan perlindungan anak. Undang-Undang tentang Perlindungan 
Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam 
ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang dicantumkan dalam 
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Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Pasal 9 menyebutkan bahwa “setiap 
anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
bakatnya”. 
Pendidikan sebagai upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak baik 
lahir maupun batin. Pendidikan yang dituangkan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal (3) menyatakan bahwa, 
“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembentukan pendidikan 
karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. 
Pendidikan karakter sangat penting bagi anak, kalangan remaja atau 
lembaga pendidikan formal untuk membentuk generasi yang berkualitas. 
Pendidikan karakter sebagai pondasi bangsa yang sangat penting dimiliki dan 
perlu ditanamkan sejak dini kepada anak. Selain itu, pendidikan karakter 
merupakan hal yang dilakukan manusia sebagai upaya tindakan mendidik guna 
membentuk karakter dan melatih kemampuan diri menuju kearah yang lebih 
baik. 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam 
pasal (1) angka 1 menyebutkan bahwa pengertian dari pemasyarakatan adalah 
kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan 
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berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian 
akhir dari sistem pemidaan dalam tata peradilan pidana. Sehubungan dengan itu 
dalam Undang-Undang Pemasyarakatan telah memberikan batasan mengenai 
system pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 
pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas warga binaan permasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat (Supramono, 2000:113). 
Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disingkat dengan LAPAS 
merupakan tempat untuk terpidana atau narapidana yang menjalani hukuman 
pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan narapidana 
yang dihukum di LAPAS, bukan untuk makan dan tidur tetapi mendapatkan 
pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Dalam 
perlakuan dan penanganan terhadap anak yang dilakukan oleh Petugas, tentunya 
sangat berbeda dengan perlakuan terhadap Narapidana dewasa pada umumnya. 
Hal ini merupakan salah satu perwujudan kepedulian dari Negara melalui 
Petugas Pemasyarakatan untuk dapat melindungi dan menghargai hak-hak anak 
selama proses menjalani masa pidananya didalam LPKA.  
Adapun harapan yang diinginkan, agar anak selalu optimis untuk meraih 
asa dan masa depan yang lebih cerah. Selain itu, ditekankan juga ada nya bentuk 
tanggung jawab dari anak atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga anak 
tersebut dapat mempertanggungjawabkan dan tidak mengulangi ataupun 
melakukan pelanggaran hukum lainnya. LPKA pada saat ini telah menerapkan 
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konsep yang ramah untuk anak dan lebih mengedepankan budi pekerti serta 
keterampilan bagi anak selepas mereka menjalani di LPKA tersebut. Hal tersebut 
terlihat dari desain dan bentuk bangunan yang bukan lagi berbentuk sebagai 
penjara atau Lapas pada umumnya, namun layaknya sebagai arena bermain yang 
dapat dilihat dari kamar tidur, ruangan anak yang berhadapan dengan hukum dan 
blok mereka yang diminimalisir dari adanya jeruji besi yang membatasi mereka. 
Penampilan dari Pihak Petugas pun disesuaikan layaknya sebagai seorang 
pendidik, Pangkat dan Atribut yang telah diatur pun ditanggalkan untuk 
memberikan layanan yang ramah pada anak. 
Terdapat beberapa hasil penelitian sejenis antara lain : Pertama, penelitian 
yang dilakukan oleh Dian Eriza (2018) hasil dari penelitian tersebut adalah 
peranan petugas LPKA dalam pembinaan anak didik tindak kriminal sudah 
sesuai dengan peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun 
masih belum optimal. Kedua, penelitian dilakukan oleh Shabrina Niwanda 
(2019) hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembinaan yang 
diselenggarakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung 
sudah efektif dan lancer berkat petugas yang profesional dalam mendidik dan 
membina. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bobi Gustiawan (2018) hasil 
dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan pembinaan di LPKA Kelas 1 
Tangerang pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan belum sepenuhnya 
terpenuhi. 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar terus berupaya untuk 
memenuhi hak anak binaan melalui berbagai progam. Hak yang dimaksud mulai 
dari hak pendidikan, pelatihan, keterampilan, hak mendapatkan perlindungan. 
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Kepala LPKA Blitar menyebutkan bahwa memiliki beberapa progam untuk 
membina penghuni LPKA, diantaranya adalah progam kemandirian dan 
kepribadian. Masalah anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapatkan 
pengayoman sebagaimana seharusnya, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi 
sesuai dengan konvensi, konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta memperoleh hak untuk tumbuh kembangnya dan hak perlindungan 
yang wajar dari moral, mental, dan sosialnya. Dengan menyadari bahwa jumlah 
anak-anak yang berkonflik dengan dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka 
sudah menjadi kewajiban para pegawai untuk mengambil langkah-langkah yang 
dibutuhkan untuk mewujudkan sebuah model pembinaan Lapas Anak yang 
ramah terhadap anak. 
Melihat permasalahan di atas peranan LPKA dalam menumbuhkan nilai 
karakter kemandirian perlu dimaksimalkan kembali agar membina anak. 
Langkah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari proses pembentukan karakter 
generasi bangsa sehingga tercipta generasi yang berkarakter. Sehingga, ketika 
karakter tersebut tumbuh pada anak, hal ini akan menjadikan diri sebagai 
perilaku yang baik pada perubahan hidupnya. Berdasarkan latar belakang 
masalah di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis 
Model Pembinaan Anak Didik  Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
Dalam Membentuk Karakter Kemandirian Di Lembaga Pembinaan Khusus 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 
1. Bagaimana model pembinaan anak didik di LPKA Kelas 1 Blitar dalam 
membentuk karakter kemandirian? 
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan anak didik di LPKA 
dalam membentuk karakter kemandirian? 
3. Bagaimana solusi mengatasi faktor penghambat pembinaan anak didik di 
LPKA dalam membentuk karakter kemandirian? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
a. Untuk menganalisis model pembinaan anak didik di LPKA Kelas 1 Blitar 
dalam membentuk karakter kemandirian. 
b. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat pembinaan anak 
dididk di LPKA dalam membentuk karakter kemandirian. 
c. Untuk menganalisis solusi faktor penghambat pembinaan anak didik di 
LPKA dalam membentuk karakter kemandirian. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka 
manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 
1. Manfaat Teoretis 
Diharapkan penelitian ini menjadi acuan penelitian serta diharapkan dapat 
menambah wawasan yang sangat bermanfaat kedepannya dan pengetahuan 
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tentang sistem pendidikan serta pola pembinaan di LPKA. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti 
Diharapkan penelitian ini menjadi acuan serta dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan model pembinaan karakter kemandirian anak yang 
berhadapan dengan hukum serta faktor penghambat yang terjadi di LPKA 
Blitar. 
b. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai bahan informasi dan refrensi untuk peneliti selanjutnya mengenai 
hal-hal yang berhubungan dengan model pembinaan karakter kemandirian 
anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat mengembangkan 
penelitian ini. 
c. Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif pemecah masalah bagi 
LPKA dalam menangani hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 
pembinaannya serta dapat memberikan sumbangsi model pembentukan 
karakter kemandirian. 
E. Penegasan Istilah 
Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut. 
a. Analisis 
Menurut Spradley (Sugiyono, 2015:335) analisis adalah sebuah kegiatan 
untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang 
berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk 





Model diartikan sebagai bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang 
memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak 
berdasarkan model tersebut (Surijono, 2011:45). 
c. Pembinaan 
Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan 
tertentu untuk membantu mencapai kemampuan tertentu untuk membantu 
mencapai tujuan organisasi (Mathis, 2002:112). 
d. Karakter 
Karakter adalah ciri-ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas 
tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, dan 
merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, 
berujar, dan merespon sesuatu (Asmani, 2011:23) 
e. Kemandirian 
Menurut Masrun (dalam Patriana, 2007:21) , kemandirian adalah suatu sikap 
yang memungkinkan seseorang untuk berbuat bebas, melakukan sesuatu atas 
dorongan diri sendiri untuk kebutuhan sendiri, mengejar prestasi, penuh 
ketekunan, serta berkeinginan untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang 
lain. 
